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MOTTO 
 
 
           
 
 
 
 
“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  Sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu 
 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (32) ” 
 
Q.S Al- Israa‟ [17] : 32)
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987  dan  0543  b/U/1987  tanggal  22  Januari  1988.  Pedoman  transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا 
 
alif 
 
Tidak dilambangkan 
 
Tidak dilambangkan 
ب 
 
ba 
 
B 
 
Be 
ت 
 
ta 
 
T 
 
Te 
ث 
 
ṡa 
 
ṡ 
 
Es (dengan titik di atas) 
ج 
 
jim 
 
J 
 
Je 
ح 
 
ḥa 
 
ḥ 
 
Ha (dengan titik di bawah) 
  
 
 
 
خ 
 
kha 
 
Kh 
 
Ka dan ha 
د 
 
dal 
 
D 
 
De 
ذ 
 
żal 
 
Ż 
 
Zet (dengan titik di atas) 
ز 
 
ra 
 
R 
 
Er 
ش 
 
zai 
 
Z 
 
Zet 
ض 
 
sin 
 
S 
 
Es 
ش 
 
syin 
 
Sy 
 
Es  dan ye 
ص 
 
ṣad 
 
ṣ 
 
Es (dengan titik di bawah) 
ض 
 
ḍad 
 
ḍ 
 
De (dengan titik di bawah) 
ط 
 
ṭa 
 
ṭ 
 
Te (dengan titik di bawah) 
ظ 
 
ẓa 
 
ẓ 
 
Zet (dengan titik di bawah) 
ع 
 
„ain 
 
…„… 
 
Koma terbalik di atas 
غ 
 
gain 
 
G 
 
Ge 
ف 
 
fa 
 
F 
 
Ef 
ق 
 
qaf 
 
Q 
 
Ki 
ك 
 
kaf 
 
K 
 
Ka 
ل 
 
lam 
 
L 
 
El 
 
 
 
ix
1
0 
 
 
 
 
 
م 
 
mim 
 
M 
 
Em 
ن 
 
nun 
 
N 
 
En 
و 
 
wau 
 
W 
 
We 
ه 
 
ha 
 
H 
 
Ha 
ء 
 
hamzah 
 
...‟… 
 
Apostrop 
ي 
 
ya 
 
Y 
 
Ye 
 
 
2. Vokal 
 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 
Vokal  tunggal  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  
 
Fathah 
 
A 
 
a 
  
 
Kasrah 
 
I 
 
i 
  
   
Dammah 
 
U 
 
u 
 
1
1 
 
 
 
 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1. بتك 
 
Kataba 
 
2. زكذ 
 
Żukira 
 
3. بي ره 
 
Yażhabu 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
 
Huruf 
 
Nama 
 
Gabungan Huruf 
 
Nama 
ي...أ 
 
Fathah dan ya 
 
Ai 
 
a dan i 
و...أ 
 
Fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1. فيك 
 
Kaifa 
 
2. ى لح 
 
Ḥaula 
xii 
 
 
 
 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
Harakat dan 
 
Huruf 
Nama Huruf dan 
 
Tanda 
Nama 
 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
 
Ā 
 
a dan garis di atas 
ي...أ 
 
Kasrah dan ya 
 
Ī 
 
i dan garis di atas 
و...أ 
 
Dammah dan wau 
 
Ū 
 
u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1. ق لا 
 
Qāla 
 
2. ليق 
 
Qīla 
 
3. ى ليق  
 
Yaqūlu 
 
4. يمز 
 
Ramā 
 
 
4. TaMarbutah 
 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
 
a. Ta  Marbutah  hidup  atau  yang  mendapatkan  harakat  fathah,  kasrah  atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
13 
 
 
 
 
 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1. لاالأط ف زىض ة 
 
Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
 
2. ةحلط 
 
Ṭalhah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1. انبز 
 
Rabbana 
 
2. لشن 
 
Nazzala 
 
 
6. Kata Sandang 
 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
14 
 
 
 
 
 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
 
Qamariyyah. 
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1. لجزلا 
 
Ar-rajulu 
 
2. لا لجلا 
 
Al-Jalālu 
 
 
7. Hamzah 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1. لكأ 
 
Akala 
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2. نوت أخ ذ 
 
Taꞌkhużuna 
 
3. ؤنلا 
 
An-Nauꞌu 
 
 
8. Huruf Kapital 
 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوضزلاإدمحمام و 
 
Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 نيملاعلا س ب م دهل لحلا 
 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
16 
 
 
 
 
 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  
نيص ق ازلازيخ وهل الله  نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
  
ناشيملاو ليكلا ف أىف و ا 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 
Muhammad Rifa‟i, NIM: 152131029, “SANKSI PIDANA TERHADAP 
PELAKU PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 
DAN HUKUM  POSITIF”.  Penelitian  ini  membahas  tentang sanksi  terhadap 
pelaku prostitusi online menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Tindak 
pidana prostitusi online dibahas dalam Kitab Undang-undang hukum pidana 
(KUHP), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 
No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam. Serta juga 
persamaan dan perbedaan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online perspektif 
hukum pidana Islam dan hukum positif. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi 
pelaku prostitusi online menurut Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), 
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam. Serta juga persamaan dan 
perbedaan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online perspektif hukum pidana 
Islam dan hukum positif. Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode komparatif yang dilakukan dengan melihat referensi 
bku-buku da aturan hukum baik dari Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), 
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sanksi terhadap pelaku prostitusi 
online merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 284, 296, dan 506 KUHP, 
Pasal  27  ayat  (1)   UU  No. 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi 
Elektronik, Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan 
dalam hukum pidana Islam sesuai dengan keterangan para „ijma ulama adalah 
jarimah Ta‟zir bagi pelaku prostitusi online serta jariah zina bagi pelaku zina. 
Semua aturan diatas memiliki sanksi yang jelas bagi pelaku prostitusi yaitu sanksi 
pidana penjara dan atau denda serta cambuk maupun rajam. Persamaan dari semua 
hukuman diatas adalah dari segi sanksinya yaitu memberikan sanksi sesuai dengan 
peraturaan yang berlaku. Sedangkan perbedaan dari semua antara satu dengan yang 
lainnya adalah terkait sifat sanksi yang diberikan terhadap pelaku-pelaku prostitusi 
online serta kuantitas sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah dan 
macamnya. 
 
Kata kunci: Sanksi, Pelaku, dan Prostitusi Online.
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ABSTRACT 
 
 
Muhammad Rifa'i, NIM: 152131029, "CRIMINAL SANCTIONS ON 
THE ONLINE PERSPECTIVE ONLINE PERSPECTIVE OF ISLAMIC 
AND POSITIVE LAW CRIMINAL LAWS". This study discusses sanctions 
against  online prostitution  perpetrators  according to  Islamic criminal  law and 
positive law. Online prostitution crime is discussed in the Criminal Code Act, Law 
No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law No. 44 
of 2008 concerning Pornography and Islamic Criminal Law. As well as similarities 
and differences in criminal sanctions for prostitutes online perspective of Islamic 
criminal law and positive law. 
The purpose of this study is to find out how criminal sanctions for online 
prostitution perpetrators according to the Criminal Code (KUHP), Law No. 11 of 
2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law No. 44 of 2008 
concerning Pornography and Islamic Criminal Law. As well as similarities and 
differences in criminal sanctions for prostitutes online perspective of Islamic 
criminal law and positive law. Whereas the method used in this study is a 
comparative method carried out by looking at references to books and the rule of 
law both from the Criminal Code (KUHP), Law No. 11 of 2008 concerning 
Information and Electronic Transactions, Law No. 44 of 2008 concerning 
Pornography and Islamic Criminal Law. 
The results of this study indicate that, sanctions against perpetrators of online 
prostitution are crimes regulated in Article 284, 296, and 506 of the Criminal Code, 
Article 27 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and 
Electronic Transactions, Article 4 paragraph (1) and (2) of Law no. 44 of 2008 
concerning Pornography,  and  in  Islamic criminal  law in  accordance with  the 
statement of the „ijma ulama is the Ta'zir jarimah for online prostitutes and zombies 
for adultery. All of the above rules have clear sanctions for perpetrators of 
prostitution, namely sanctions imprisonment and or fines and whips and stoning. 
The equality of all the above penalties is in terms of sanctions that is providing 
sanctions in accordance with applicable regulations. While the difference between 
all of them is related to the nature of the sanctions imposed on the perpetrators of 
online prostitution as well as the quantity of sanctions that vary according to the 
number and kinds. 
 
Keywords: Sanctions, Perpetrators, and Online Prostitution.
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BAB I 
LATAR BELAKANG 
A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia, 
dengan kualitas dan kuantitasnya yang kompleks dengan variasi modus 
operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan, maka tingkat dan 
ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. 
Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan 
masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis modus operandi kejahatan 
yeng terjadi di masyarakat.
1
 
Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak perubahan pada 
sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. 
Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dapat dipastikan 
dapat merubah suatu Negara menjadi Negara maju. Apabila Negara tersebut dapat 
mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dan 
sebaliknya, maka perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki 
                                                             
1
Mia Amalia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Al Ahkam, 
Universitas Suryakanca Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 68. 
2 
 
sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkan 
dengan baik.
2
 
Salah satu kejahatan yang merupakan dimensi baru dari kejahatan masa 
kini yang dapat perhatian luas di dunia internasional yaitu cybercrime. Cybercrime 
juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai 
dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. 
Salah satu kejahatan dibidang cybercrime yang terungkap di Indonesia adalah 
prostitusi online.
3
   
Prostitusi adalah sebuah bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat 
cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional 
bersedia untuk dibisniskan. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang Sonny Manalu mengatakan sejak tahun 2013 telah berdiri 168 
lokasisasi di 24 provensi dan 76 kabupaten atau kota, sementara data yang didapat 
untuk Wanita Pekerja Seks Komersial (WPSK) berjumlah 40 ribu orang. Data 
tersebut dihimpun dari dinas sosial seluruh provensi.
4
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Bisnis prostitusi sampai kapanpun tidak akan menemui masa-masa sulit. 
Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku 
dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas pada masyarakat luas. Prostitusi 
atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan dalam rumah tangga yang 
terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya.
5
 
Online adalah istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik 
itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun yang 
dipakai atau digunakan lewat internet. 
Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online saat ini 
tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Praktik prostitusi online ini 
menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media 
elektronik atau online. Media-media yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu 
Blackberry, Messenger, Twitter, Facebook, Whatsapp, dan lain sebagainya. 
Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah, praktis dan lebih aman dari razia 
petugas. Maka dari itu, prostitusi online saat ini sering terdegar dan kita lihat di 
berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya didorong atau 
dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.
6
 
Dalam penelitian praktik prostitusi ini hanya memiliki tiga komponen yang 
menjadi dasar terjadinya prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks 
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komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan (pengguna jasa 
PSK), karena semuanya tidak ada yang dirugikan. Jika ada yang dirugikan 
terutama Pekerja Seks Komersial (Korban), maka dikategorikan Perdagangan 
Orang. Dalam praktik ini seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada 
pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur. Kemudian untuk mempermudah 
proses prostitusi, mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, 
mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Seseorang mucikari merupakan aspek 
penting dalam praktik prostitusi ini, karena sebagian besar kasus yang terangkat di 
Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari.
7
  
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang mereka 
yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana atau mucikari sesuai pasal 296 
KUHP yaitu “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Mereka yang mempunyai profesi 
sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sesuai pasal 506 KUHP yaitu “Barang 
siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan 
menjadikannya pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” 
Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-
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undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang menyatakan : 
“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau 
mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”. 
Dalam hukum di Indonesia, masih belum ada pidana untuk menjerat PSK 
dan pelanggan, hanya saja menjerat pelaku PSK yang mempromosikan diri di 
media elektronik sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang menyatakan bahwa : 
“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransaksikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah)”. 
Di sisi lain, keadaan ekonomi Indonesia yang mendesak dengan 
terbatasnya kemampuan serta persediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai 
yang sering menjadi alasan sebagian besar wanita yang memilih profesi sebagai 
pelacur.
8
 
Perbuatan zina pula telah dilarang dalam KUHP pada Pasal 284 yang 
menyatakan bahwa hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan oleh 
laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih 
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terikat perkawinan dengan orang lain.
9
 Namun dalam hukum positif sendiri belum 
ada aturan zina yang menjerat antara laki-laki yang berhubungan badan terhadap 
perempuan yang keduanya belum pernah menikah. 
Islam mempunyai sikap preventif (pencegahan) dalam perzinaan .Syariat 
Islam sangat tegas melarang perzinaan atau pelacuran, bahkan mendekati 
perbuatan zina pun secara tegas telah dilarang. Larangan mendekati zina telah 
ditegaskan dalam QS Al-Isra‟ ayat 32 : 
 
 َءاَسَو ًةَشِحَاف َناَك ُهَّنِإ ۖ َان ِّزلا اُوبَْرَقت َلََو
ليِبَس 
“janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”10 
 
Ada dua jenis jarimah zina yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan. 
Zina muhshan adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda maupun 
janda. Artinya, si pelaku adalah orang yang masih dalam status pernkahan atau 
pernah menikah secara sah. Zina ghairu muhshan adalah jarimah zina yang 
pelakunya masih berstaatus perjaka atau gadis. Artinya, si pelaku belum pernah 
menikah secara sah dan tidak sedang berada dalm ikatan pernikahan.
11
  
                                                             
9
Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau 
dari Segi Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 65. 
10
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha, 2002), Al 
Isra‟ ayat 32. 
11 Nurul Irfan, Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 60-61. 
7 
 
Dalam kajian ini menarik untuk diteliti oleh peneliti untuk menganalisis 
antara hukum pidana Islam dengan hukum positif mengenai sanksi yang harus 
diberikan terhadap pelaku prostitusi online, mengetahui bahwa dalam hukum 
positif masih belum ada sanksi yang jelas terhadap pelaku prostitusi online 
terutama Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa. Dalam penelitian ini, 
peneliti memberi judul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online 
Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” 
 
B. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang masalah diatas, masalah pokok dalam studi ini yaitu : 
1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online perspektif hukum 
pidana Islam dan hukum positif ? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaaan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi 
online perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif ? 
 
 
 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
1. Untuk mendeskripsikan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online 
perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sanksi pidana untuk pelaku 
prostitusi online menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. 
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D. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan diatas, penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat 
untuk: 
a. Secara teoritis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah 
dalam memandang praktik prostitusi online beserta sanksi-sanksi hukumnya. 
b. Secara praktis 
Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang dalam 
memberikan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online. 
E. Kerangka Teori 
1. Teori Tindak Pidana 
Tindak pidana atau sering disebut delik, berasal dari istilah belanda 
yaitu strafbaar feit atau juga sering disebut delict. Istilah tersebut merupakan 
istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. 
Diantara banyak ahli ternyata banyak juga mempergunakan istilah yang 
berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini 
menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah maupun pengertian delik, 
seperti “perbuatan”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”.  
9 
 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar 
hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh 
beberapa ahli sebagai berikut:  
Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh 
peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 
dilarang dengan ancaman pidana
12
 
Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggungjawab.
13
 
Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dikenakan hukuman pidana.
14
 
Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan 
sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum 
dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif 
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adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan 
sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
15
 
Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan dibagi menjadi dua macam 
yaitu:
16
 
a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Asas hukum 
pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind is 
guiltyor actusnon facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau 
tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan 
yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(culpose). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
“kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni : 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 
3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni: 
1) Tidak hati-hati; 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu 
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b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur objektif merupakan unsur dari diri si pelaku yang terdiri atas 
perbuatan manusia, berupa.: 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
3) Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan 
atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, 
kehormatan, dsb. 
4) Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya, keadaan tersebut 
dibedakan antara lain: 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan. 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
5) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum 
berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari 
hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah melakukan sesuatu. 
12 
 
Delik dalam Bahasa Arab adalah jarimah, yang artinya perbuatan dosa 
dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam jarimah diartikan 
sebagai perbuatan yang dilarang oleh menurut syara‟ dan ditentukan oleh 
Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentannya (had) 
maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (ta‟zir).17 
Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi 
hukumnya disebut dengan jarimah atau uqubah. Jarimah dibagi menjadi 3 
komponen, yaitu  pertama jarimah hudud yang sanksinya telah ditentukan 
oleh Al Qur‟an maupun hadis yang meliputi jarimah zina, qadzf, syurb al-
khamr, al-baghyu, al-riddh, al-sariqah, dan al-hirabah. Kedua jarimah qishash 
yaitu pembalasan yang sama atau setimapl meliputi jarimah pembunuhan dan 
penganiayaan. Ketiga jarimah ta‟zir yaitu semua jenis tindakan yang tidak 
secara tegas dalam Al Qur‟an maupun hadis atau aturan teknis, jenis dan 
pelaksanaanya ditentukan oleh penguasa setempat.
18
 
2. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang dapat dipidana atau 
tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbutannya 
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dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak terbukti 
melanggar hukum.
19
 
Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti 
luas mempunyai tiga bidang, yaitu:
20
 
a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan pidana. 
b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan 
perbuatannya: 
1) Perbuatan yang ada kesengajaan, atau 
2) Perbuatan yang ada lalai dan kurang hati-hati. 
c. Tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat. 
Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari‟at) adalah pembebanan 
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang 
dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang 
tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif). 
Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah 
menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan 
yang dilarang secara syar‟i, baik dilarang melakukan atau dilarang 
meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan 
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berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan 
dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).
21
 
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari‟at (hukum) Islam 
pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal:
22
 
1. Adanya perbuatan yang dilarang  
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri  
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.  
Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban 
itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika 
sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang 
gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan 
untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam 
jiwanya.
23
 
Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada 
kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang 
terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini 
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adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam 
agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang 
kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang 
terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu 
keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini 
(perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut asbab al-ibahah dan 
asbab raf ’i al-uqubah. Asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan 
yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban sebagai berikut:
24
 
1) Disebabkan perbuatan mubah (asbab al-ibahah). Pada dasarnya 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan 
pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam 
melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang 
yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan 
tuntutan dari masyarakat tertentu. Jika suatu perbuatan yang dilarang 
namun dibolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu 
kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang dilarang namun 
dikerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap dianggap 
suatu tindak pidana. Melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang 
mutlak harus dilakukan akan tetapi melaksanakan hak tidak secara mutlak 
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harus dilakukan. Antara kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat 
satu sama lain mempunyai hal penting. Tidak 
melaksanakan/menggunakan hak tidak berdosa dan tidak di hukum 
sedangkan orang yang dibebani kewajiban akan berdosa dan dapat di 
hukum ketika tidak melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fuqaha. 
Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang 
yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab 
terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan 
hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak 
mengerjakan. sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan 
karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak mempunyai 
tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu 
2) Disebabkan hapusnya hukuman (asbab raf’i al-uqubah). Sebab hapusnya 
hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, 
melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena 
keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia 
dibebaskan dari hukuman. Di dalam hukum Islam ada macam-macam 
sebab yang dapat menghapuskan hukuman yaitu:
25
 
a. Paksaan. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada 
perbuatan material yang ditimbulkan kepada orang yang dipaksa yang 
membuatnya melakukan perbuatan yang dipaksa kepadanya. 
                                                             
25
 Ibid.., hlm. 116. 
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Karenanya paksaan itu harus bersifat material dan didahului oleh 
perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.  
b. Mabuk. Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk karena 
minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja. 
Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum 
minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk 
adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, 
khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fuqaha sependapat 
bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu 
mengigau dalam setiap pembicaraannya.  
c. Gila .Abdul Qadir „Audah memberikan suatu definisi gila, sebagai 
berikut: “Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah”.26 
Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu 
negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk yang 
menurut dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan 
atau tindakan keharusan dan pelanggarannya diancam dengan pidana, 
menentukan pula bila mana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut 
dipertanggung jawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara 
penyelidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi 
tegaknya hukum yang bertitik beratkepada keadilan. Sedangkan pidana 
                                                             
26
 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2013), 
hlm. 8. 
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memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek 
hukum berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai 
dengan perundang-undangan.
27
   
Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam 
hukum pidana dikenal adanya tiga unsur pokok, yaitu:
28
 
1) Unsur Perbuatan 
Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. 
Tindakan seseorang adalah tititk perhubungan dan dasar untuk pemberian 
pidana. 
2) Unsur Orang atau Pelaku 
Orang atau pelaku adalah subjek tindakan pidana atau seorang 
manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai kebatinan yaitu hal 
kesalahan pelaku tindak pidana, hanya dengan hukuman batin ini, 
perbuatan yang dilarang dapa dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan 
akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat 
dijatuhi hukuman.  
3) Unsur Pidana Dilihat dari Pelaku 
Pidana adalah penderitaan yang sengaja debebankan kepada orang 
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.
29
 
                                                             
27
 Andi hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 27. 
28 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1982), hlm. 43. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Telaah pustaka dalam penelitin ini dapat membantu peneliti untuk 
mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti dapat 
membedakan antara penelitiannya dengan penelitian-penelitian tersebut. Ahmad 
Rosyadi dalam skripsinya ”Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online” 
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta, program studi 
Perbandingan Madzab dan Hukum. Dalam skripsinya,  lebih membahas tentang 
Undang-udang  yang berlaku di Indonesia yang kaitannya dengan prostitusi 
online.
30
 Sedangkan dalam penelitian ini mendeskripsikan tindak pidana 
prosititusi online menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. 
Andika Dwiyadi dalam skripsinya “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan 
Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum 
Islam)” Mahasiswa Universitas Alauddin Makassar, program studi Siyasah. 
Dalam skripsinya, lebih meneliti pelaku perdagangan orang dengan menganalisis 
UU TPPO berkaitan dengan pelaku prostitusi online (Mucikari) dan mengatur 
pelaku prostitusi online yang berprofesi sebagai Mucikari.
31
 Sedangkan dalam 
penelitian ini mengkaji pelaku prostitusi online dan sanksi yang harus diberikan 
                                                                                                                                                                             
29
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 
1990), hlm. 52. 
30
Ahmad Rosyadi, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum, UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, hlm. 43. 
31
 Andika Dwiyadi, “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online 
(Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam), Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Siyasah, UIN 
Alauddin Makassar, 2016, hlm. 32 
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kepada pelaku (Mucikari, Psk dan Pengguna Jasa) menurut hukum pidana Islam 
dan hukum positif sesuai dengan KUHP, UU ITE dan Pornografi. 
Agus Putri Al Mukarramah dalam Skripsinya “Transaksi Online Dalam 
Tinjauan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan 
Hukum Pidana Islam” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
program studi Perbandingan Madzab dan Hukum. Dalam skripsinya, lebih 
membahas tentang penggunakan internet untuk tujuan prostitusi  sesuai dengan 
UU Pornografi untuk mempermudah bukti kejahatan prostitusi online.
32
 
Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji pelaku prostitusi dalam hal bertransaksi 
sesuai yang diatur dalam UU yang berlaku untuk dianalisa kembali untuk 
memaksimalkan sanksi yang harus diberikan terhadap pelaku prostitusi online.  
Dalam skripsi yang telah di bahas diatas, memiliki perbedaan dengan 
penelitian ini yang terletak pada pokok pembahasan, dalam penelitian ini lebih 
pada penelitian terhadap pelaku yang dimaksud dalam prostitusi online sesuai 
dengan hukum pidana Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini 
menentukan sanksi-sanksi yang harus diberikan pada pelaku dalam prostitusi 
online dengan mengkaji terlebih dahulu praktik-praktik prostitusi di Indonesia 
serta mengkaji kedua hukum pidana Islam dan hukum positif. 
 
                                                             
32
Kinanti Suryani, “ Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online 
(Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan 
Perbandingan Madzab dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 35. 
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G. Metode Penelitian 
Berdasarkan hal ini, seorang peneliti menentukan dan memilih metode 
yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini 
terdiri dari: 
a. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 
research) dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-
hasil penelitian, jurnal, brosur, leaflet, bulletin, dan internet.
33
 Penelitian 
pustaka ini guna mencari hukum-hukum yang berhubungan dengan sanksi-
sanksi yang harus diberikan kepada pelaku prostitusi online dengan 
menganalisis hukum pidana Islam (menurut para Imam Madzhab) dan hukum 
positif.  
b. Sumber Penelitian 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi hal-hal berikut : 
1) Bahan Hukum Primer  
Dalam masalah Prostitusi online terkait dengan sanksi pidana 
terhadap pelaku prostitusi online maka menggunakan aturan-aturan yang 
berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu Pasal 
                                                             
33
 Bambang waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 
50. 
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27 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE), Pasal 4 UU NO. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta 
Pasal 284 dan 506 KUHP. Dalam Hukum Islam sendiri sesuai dengan 
perkara sanksi yang harus diberikan terhadap pelaku prostitusi online 
yaitu dengan jarimah yang sudah ditentukan dalam Al Qur‟an dan hadis 
sebagai rujukan utama hukum pidana Islam serta pendapat para Imam 
Madzhab.  
 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Menggunakan informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, 
jurnal, internet dan publikasi lainnya. 
 
3) Bahan Hukum Tersier  
Menggunakan informasi yang diperoleh dari kamus, eksiklopedia, 
buku atau literatur dan lain sebagainya. 
 
 
c. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. 
Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh 
data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literatur yang meneliti 
konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku dan media lain 
seperti internet, atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-
dokumen Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terkait prostitusi online 
serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 
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sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian diolah 
dan dianalisa.
34
 
d. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahapan penting dalam mengelola dan 
menyembunyikan data. Analisa data kualitatif yang digunakan merupakan 
proses mengorganisasi data menurut tema-tema yang muncul sesuai dengan 
tujuan penelitian (kategorisasi) dan kemudian menginterprestasikan.
35
 
Langkah pertama, menguraikan tentang tindak pidana dan sanksi pidana. 
Langkah kedua, menguraikan bentuk-bentuk, faktor -faktor dan unsur-unsur 
prostitusi online di Indonesia serta prostitusi online menurut Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. Langkah ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan 
sanksi bagi pelaku prostitusi online dalam hukum pidana Islam dan hukum 
positif  
 
H. Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan gambaran berkenaan dengan penelitian ini, maka 
sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :  
                                                             
34
Burhan Bungin, Metode Penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publi 
serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm. 144-145. 
35
 Sri Hapsari Wijaya, dkk, Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 222. 
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Bab I berupa Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini memuat latar 
belakang masalah, rumusan masaah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini perlu 
karena merupakan gambaran awal mulainya penelitian dan rencana yang akan 
dilakukan dalam proses penelitian. 
Bab II, dalam bab kedua ini menguraikan tentang gambaran umum 
mengenai tindak pidana dan sanksi pidana menurut hukum Islam dan hukum 
positif serta gambaran umum tentang pelaku tindak pidana prostitusi online. 
Bab III, dalam bab ketiga ini menguraikan tentang prostitusi online 
menurut sejarah prostitusi online serta menguraikan prostitusi online menurut 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284, 296 dan 506, Undang-
undang Pasal 27 No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi, 
Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan prostitusi online 
menurut hukum pidana Islam.  
Bab IV berisikan analisis pandangan hukum pidana Islam dan hukum 
positif mengenai sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online. Serta 
perbandingan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum 
positif.  
25 
 
Bab V merupakan penutup berisikan kesimpulan dari permasalahan yang 
dibahas dalam skripsi ini dan kemudian dilanjutkan dengan saran dari hasil 
pemaparan diatas. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA MENURUT 
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
 
A. Gambaran Umum Mengenai Tindak Pidana  
1. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif.  
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 
normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 
Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli 
sebagai berikut:
1
 
a. Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan salah yang diancam oleh 
peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 
dilarang dengan ancaman pidana.
2
 
b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
3
 
c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya 
dikenakan hukuman pidana.
4
 
                                                             
1
 Tri Andrisman,“Hukum Pidana”, Jurnal Hukum, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 
2007, hlm. 81. 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
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d. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu 
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar 
dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut hukum positif 
adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan 
sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
5
 
e. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki 
unsur dan dua sifat yang berkaitan dibagi menjadi dua macam yaitu:
6
 
1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpose). Pada umumnya para pakar 
telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni : 
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 
c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni: 
a) Tidak hati-hati; 
                                                                                                                                                                             
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6
 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm. 69 
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b) Dapat menduga akibat perbuatan itu 
2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur objektif merupakan unsur dari diri si pelaku yang terdiri atas 
perbuatan manusia, berupa.: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. 
b) Omission, yakni perbuatan pasif yaitu perbuatan yang mendiamkan 
atau membiarkan. 
c) Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau 
merusak, bahkan sampai menghilangkan kepentingan-kepentingan 
yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, harta, 
kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
d) Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya, keadaan tersebut 
dibedakan antara lain: 
(1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.  
(2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
e) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum 
berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari 
hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah melakukan sesuatu. 
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Adapun asas-asas hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana adalah sebagai berikut:
7
 
a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas 
kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah 
ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah 
perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan PerundangUndangan, 
maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi 
terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP). 
b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Nullum delictum noella poena sine 
praevia lege poenali). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah 
melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan 
pada diri orang tersebut.  
c. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas 
semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah 
teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal 
berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan 
konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).  
d. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku 
bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada 
(pasal 5 KUHP). 
                                                             
7 Ibid.., hlm. 72 
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e. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku 
bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 
KUHP).   
f. Lex superior derogat legi inferiori, Peraturan perundang-undangan 
bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan 
tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundangundangan 
lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi 
wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. 
g. Lex specialis derogat legi generalis, Asas ini mengandung makna, bahwa 
aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang 
umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex 
specialis derogat legi generalis, yaitu:  
1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap 
berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.  
2) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-
ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang).  
3) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum 
(rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab UndangUndang Hukum 
Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk 
lingkungan hukum keperdataan.  
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h. Asas lex posterior derogat legi priori, aturan hukum yang lebih baru 
mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex 
posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru. 
Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 
tertentu, antara lain sebagai berikut:
8
 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” 
itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku 
ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem 
hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.  
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 
KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan 
dipidana. 
                                                             
8 Ibid, hlm. 75. 
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c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 
delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 
KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu 
sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP 
(membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) 
orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 
KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 
aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkan 
maka diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, 
misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).  
Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :  
1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil 
atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa 
perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.  
2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau 
tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan 
tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak 
menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.  
33 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak 
pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, 
tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan 
tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.
9
  
Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. 
Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno 
yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:
10
 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).  
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.  
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.  
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.  
Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli antara lain 
adalah:
11
 
a. Simons, unsur- unsur tindak pidana yaitu:  
1) Unsur subjektif yaitu :  
                                                             
9 Ibid…hlm 82. 
10 Rahman Syamsuddin. Merajut Hukum di Indonesia. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). 
hlm. 193-195 
11 http://digilib.unila.ac.id/7170/82/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 
13:26 WIB. 
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a) Orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan seseorang dapat 
bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang nomal 
atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam mebeda-bedakan hal-
hal yang baik dan yang buruk. Ada dua factor untuk menentukan 
adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu:
12
 
(1) Factor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang 
diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. 
(2) Factor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 
dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak 
diperbolehkan.  
b) Kesalahan (dolus atau culfa) artinya perbuatan harus dilakukan dengan 
kesalahan.  
2) Unsur objektif yaitu :  
a) Perbuatan orang;  
b) Akibat yang kelihatan;  
c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.  
b. Merger , menyebutkan unsur- unsur tindak pidana yaitu :  
1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia;  
2) Bersifat melawan hukum;  
3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;  
4) Diancam dengan pidana.  
                                                             
12 Rahman Syamsuddin. Merajut Hukum…, hlm.171. 
35 
 
c. Van Hamel, unsur- unsur tindak pidana adalah:  
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU;  
2) Bersifat melawan hukum;  
3) Dilakukan dengan kesalahan.  
d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah:  
1) Perbuatan oleh manusia;  
2) Bersifat melawan hukum;  
3) Dilakukan dengan kesalahan.  
 
2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam  
Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut juga dengan jinayah.  
Jinnayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat 
menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, akal. Sebagian fuqaha 
menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau 
anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain 
sebagainya, dengan demikian istilah fiqih jinayah sama dengan hukum 
pidana.
13
  
Adapun rukun Jarimah dapat di kategorikan menjadi dua (2): pertama 
rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap Jarimah . 
Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis 
                                                             
13 http://digilib.uinsby.ac.id/12619 / di akses pada tanggal 06 Oktober 2019 pukul 12.23 WIB. 
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Jarimah tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum Jarimah 
yaitu:
14
  
a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan 
yang di anggap melawan hukum dan pelakunnya tidak dapat dipidana 
kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.  
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku 
seseorang yang membentuk jarimah , baik dengan sikap berbuat maupun 
sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan ar-
rukn al-madi.  
c. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang 
dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang 
dilakukannya. Dalam syariat Islam, unsur moril disebut dengan ar-rukn al 
adabi.  
Sedangkan unsur khusus pada Jarimah ialah unsur yang hanya terdapat 
pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis 
Jarimah yang satu dengan yang lainnya. misalnya suatu perbuatan pencurian 
barang tersebut bernilai ¼ dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut 
disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti 
                                                             
14 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 11 
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barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari ¼ dinar 
atau dilakukan secara terang-terangan.
15
   
Dalam hukum pidana Islam, tujuan untuk mencegah kejahatan, yaitu:
16
  
a. Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan keimanan seseorang 
merasa terawasi oleh Allah swt, karena orang yang melakukan kejahatan apa 
saja di dunia disebabkan karena tidak memngingat Allah swt atau dengan 
kata lain imamnya tidak sedang, bersama dengannya; 
b. Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik akan 
berdampak pada kebaikan perilaku;  
c. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam khususnya 
sudah diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi 
kebutuhannya dengan mencari pekerjaan yang halal lagi baik dan mencegah 
diri dari perbuatan yang tidak baik atau tidak halal;  
d. Pencegahan dari segi amar ma’ruf dan nahi mungkar. Tugas ini menjadi 
kewajiban semua masyarakat Islam untuk senantiasa beramal makruf dan 
mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi hal 
pokok dalam menegakkan syariat Islam. 
B. Gambaran Umum Mengenai Sanksi Pidana  
                                                             
15 Ismu Gunadi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 8 
16
 Hasan.Mustofa, ”Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Dilengkapi dengan Kajian Hukum 
Pidana Islam”, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 47 
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1. Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif.  
Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda “Sanctie”, 
seperti dalam poenale santie yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa 
kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti 
hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi 
dapat berarti control sosial.
17
  
Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya 
dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh 
sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. 
Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 
diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana 
atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan 
hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan satu penjamin untuk 
merehabilitasi perilaku diri pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 
bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia 
itu sendiri.
18
 
Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi 
hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat 
sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan 
                                                             
17 Id.m.wikipedia.org , diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 12:01 WIB. 
18 http://Digilib.unila.ac.id diakses pada 10 April 2019 pukul 9:43 WIB 
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mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah 
hukum sanksi belaka.
19
 
Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada 
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu.
20
 
Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi 
atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan 
negara. pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi 
terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi dalam prinsipnya terdiri atas 
penambahan penderitaan dengan sengaja.
21
  
Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi 
koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu 
masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu 
bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan 
hukum berdasar pada sistem paksaan yang diarancang untuk menjaga tingkah 
laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga 
hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. 
                                                             
19 Marlina, Hukum Penitensir, (PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.15 
20 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung, 
Unila,2009), hlm. 8 
21 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, , (Jakarta: 
Visimedia Pustaka, 2014), hlm 192. 
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Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma 
itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.
22
 
Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
23
  
a. Pidana Pokok  
1)  Pidana mati;  
2)  Pidana penjara;  
3)  Pidana kurungan;  
4)  Pidana denda;  
5)  Pidana tutupan. (UU No.20/1946)  
b. Pidana Tambahan  
1) Pencabutan hak-hak tertentu;  
2) Perampasan barang-barang tertentu;  
3) Pengumuman putusan hakim.  
Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 
dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum 
administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk 
mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran 
dikenakan sanksinya berupa pidana.  
                                                             
22 Ibid.  
23 Ibid. 
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Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana 
dimaksudkan untuk:
24
  
a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism);  
b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan 
oleh terpidana (to deterother from the performance of similar acts);  
c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to 
provide a channel for the expression of retaliatory motives).  
Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa 
yang akan datang. Bahwa dalam konteks hukum pidana, menurut Hugo De 
Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat 
menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, 
tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka 
yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan 
mereka yang menyatakan bahwa pidana mempinyai tujuan yang positif atau 
teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dan tujuan pemidanaan 
tersebut.
25
 
Muladi mengistilahkan teori tujan sebagai teleological theories dan teori 
gabungan disebut sebagai pandangan interaktif didalam tujuan pemidanaan 
yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang 
                                                             
24 Muladi. Barda Nawawi Arief,…hlm. 20 
25 http://Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 14:45 WIB 
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merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan 
pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat 
dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan yang patut diterima untuk 
tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut 
tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada pelaku tindak 
pidana.
26
  
2. Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam.  
Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut “Uqubah” yaitu 
bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’ 
yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk keselamatan manusia.
27
  
Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari’at Islam adalah merupakan 
realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas 
perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta 
perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyatakan bahwa 
pemidanaan adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang akibat 
melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk 
mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman.
28
 
                                                             
26
 Muladi, Lembaga Pidana Bermasyarakat, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.25. 
27 Ahmad Syafiq, “Rekrontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif Filsafat 
Hukum)”, Jurnal Pembaharuan hukum, (Jakarta) Vol. 1 No. 2, 2014, hlm 179. 
28 Ibid.  
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Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga 
masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri 
diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya 
pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang 
mewujudkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :
29
  
a. Pemidanaan yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan 
tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu 
telah terjadi pemidanaan itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan 
mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak 
pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam) mengartikan 
pemidanaan sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan 
pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya 
pemidanaan, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya 
peraturan hukum yang mengandung sanksi pemidanaan tersebut, akan 
mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.  
b. Batasan pemidanaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. 
Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperberat, maka 
pemidanaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan 
masyarakat menuntut pemidanaan diperingan, maka pemidanaan diperingan. 
Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diperbolehkan melebihi atau 
kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.  
                                                             
29 Ibid.,hlm. 180. 
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c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si 
pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat. 
Maksdunya ialah, jika pelaku dicegah dengan memenjarakannya supaya ia 
beraubat, jika masih tidak bisa dicegah maka tuntutannya dalah hukuman 
mati. 
d. Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan 
memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pemidanaan yang harus 
disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan 
pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya.  
e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas 
dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pemidanaan dengan 
berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang 
saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pemidanaan 
disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap 
hambaNya.  
Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan 
tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:
30
  
a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari 
melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi 
pelakunya.  
                                                             
30
 Ibid,..hlm. 181. 
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b. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan 
masyarakat. 
c. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku 
tindak pidana.  
Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) 
dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:
31
 
a. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan 
pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:  
1) Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, 
artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh 
nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan ini disebut sebagai Jarimah 
Ḥudūd . 
2) Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti 
karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang 
sah/benar. Misalnya qiṣāṣ diganti dengan diyat, dan diyat diganti 
dengan dimaafkan.  
3) Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok 
tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku qazaf 
(menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak 
                                                             
31 Ibid,.. 
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persaksian dirinya, dan juga hilangnya hak pewarisan bagi pelaku 
pembunuhan.  
4) Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui 
keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan 
pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari 
pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana 
pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan 
hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya 
putusan hakim tersendiri.  
b. Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. 
Dalam hal ini ada dua macam :  
1) Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang 
ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas 
tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina 
dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.  
2) Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.  
 
c. Pemidanaan dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:  
1) Pemidanaan fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.  
2) Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.  
3) Pemidanaan benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.  
47 
 
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syari’at adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh 
hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar 
dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat 
dinamakan syari’at.32  
Dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka secara filsafati tujuan 
adanya penetapan hukum dalam hukum Islam terangkum dalam maqasid al 
syari’ah (yang pengertian secara bahasa adalah tujuan dari kebiasaan atau 
sunnah).
33
  
Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan maqasid al syari’ah, 
antara lain adalah :
34
  
a. Abu Zahrah berpendapat bahwa maqasid al syari’ah adalah tujuan puncak 
yang hendak dicapai yang terdapat dalam setiap Hukum Islam, yaitu 
kemaslahatan. Dan kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang bersifat 
hakiki, bukan kemaslahatan yang menuruti keinginan hawa nafsu.  
b. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah 
keinginan pembuat hukum (syari’) dalam mensyariatkan hukum adalah 
demi kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.  
                                                             
32 Ibid., hlm. 182. 
33 Ibid 
34 Ibid…, hlm. 183. 
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c. Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah nilai-nilai 
dan sasaran syara’yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari 
hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan 
rahasia syari’ah, yang ditetapkan oleh al Syari’ (Sang Pembuat Hukum) 
dalam setiap ketentuan hukum.  
d. Imam Ghazali berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah maslahat yang 
dicapai oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik maslahat itu 
dicapai dengan cara jalbu al manafi’ (menarik manfaat) atau dengan cara 
daf al darar (menolak bahaya/kerusakan).  
e. Al Syatibi berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah maslahah atau 
kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.  
Hukum Islam mendasarkan rumusan pemidanaan dalam pelanggaran 
pidana pada dua aspek dasar, yaitu: ganti rugi/ balasan (retribution) dan 
penjeraan (deterrence). Berikut dapat dijelaskan dua aspek dasar rumusan 
pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam tersebut, yaitu:
35
  
a. Aspek Ganti Rugi/ Balasan (Retribution).  
Fungsi retributif suatu pemidanaan merupakan subjek yang paling 
banyak diperbincangkan oleh para ahli Hukum Pidana Islam, di samping 
fungsi penjeraannya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan 
                                                             
35 Ibid., hlm. 184-185 
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ayatayat Al-Qur’an itu sendiri yang banyak membahas tentang aspek 
retribusi ini. Misalnya Qs. Al Maidah ayat 33berikut ini : 
                         
                          
                         
 “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 
kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”36 
 
b. Aspek Penjeraan (Deterrence) Pemidanaan.  
Penjeraan menjadi alasan hukum dijatuhkannya suatu pemidanaan. 
Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut 
di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung melihat ke 
belakang dari titik waktu tindak pidana tersebut, maka penjeraan ini 
proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan 
pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.  
                                                             
36 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002) 
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Jarimah dalam pembagiannya terdapat beberapa macam, yaitu dilihat dari 
segi hukumannya Jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu Jarimah Ḥudūd , jarimah 
qishash, dan jarimah taz’ir .37 
a. Jarimah Ḥudud 
Ḥudud secara etimologis mempunyai banyak arti, yaitu sesuatu yang 
telah ditentukan hukuman maupun larangannya. Sedangkan Hudud secara 
terminologs adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT. 
Dan arti uqubah muqaddarah adalah bahwa hukuman telah dibatasi, 
ditentukan, tidak ada pada hukuman itu batasan terendah dan batasan 
tertinggi, artinya bahwa hukuman itu adalah hak Allah SWT, dan bahwa 
hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula 
oleh jamaah (kelompok).
38
 
Menurut Mardani, bahwa hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah 
setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), 
seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan 
manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan 
masyarakat. Jarimah -jarimah yang termasuk hak Allah SWT itu ada tujuh, 
                                                             
37 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta :Pustaka 
Pelajar, 2015), hlm 115. 
38 Ibid. 
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yaitu: zina, qadzaf (menuduh zina), harabah (perampokan/pembegalan, 
gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (al-bagyu).
39
  
b. Jarimah Qishash 
Jarimah qishash secara terminology yang dikemukakan oleh Al 
Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku 
persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap 
korban). Sementara itu dalam Al Mu’jam Al Wasit, qishahs diartikan dengan 
menjatuhkan sanksi huku kepda pelaku tindak pidana sama persis dengan 
tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh 
dibalas dengan anggota tubuh.
40
 
 Jarimah qishaṣh 5 (lima) yaitu:41  
1) pembunuhan sengaja;  
2) pembunuhan semi sengaja;  
3) pembunuhan tidak sengaja;  
4) penganiayaan sengaja;  
5) penganiayaan tidak sengaja.  
Berdasarkan defini diatas Mardani menjelaskan bahwa, walaupun 
qiṣāṣ itu telah ditentukan hukuman-hukumannya oleh Allah SWT, tapi 
                                                             
39 Ibid…, hlm 116. 
40
 Nurul Irfan, Fiqh Jinayah,… hlm. 4. 
41 Ibid. 
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qishash juga merupakan hak individu (perorangan), yang apabila pihak 
korban memaafkan maka gugurlah hukuman-hukumannya.
42
 
c. Jarimah Ta’zir  
Jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau 
beberapa hukuman ta’zir. Yang dimaksud dengan ta’zir yaitu memberi 
pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam 
hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta’zir, tetapi hanya menyebutkan 
sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. 
Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukumanhukuman 
yang sesuai dengan macam tindak pidana ta’zir serta keadaan si pelaku. 
Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana ta’zir tidak memiliki batasan 
tertentu.
43
 
Ta’zir berdasarkan hak yang dilanggar ada 2 (dua) macam jarimah 
ta’zir yaitu:44  
1) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah. Artinya, semua perbautan 
yang berkaitan dengan kepentingan dan masalah umum. Misalnya, 
membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahanbahan pokok, dan 
penyelundupan.  
                                                             
42
 Ibid…,hlm. 5. 
43 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 
100-101 
44 Ahmad Wardi Musclich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 94. 
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2) Jarimah ta’zir yang bersinggung hak individu Artinya, setiap perbuatan 
yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang 
banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, 
pemukulan.  
Ta’zir berdasarkan segi sifatnya dibagi menjadi 3(tiga) yaitu:45 
1) Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat;  
2) Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 
umum;  
3) Ta’zir karena melakukan pelanggaran. 
 
C. Pelaku-pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online 
Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud 
dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut 
serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan 
perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi 
semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.
46
  
Dalam dunia prostitusi online, yang di maksud pelaku adalah:
47
 
1. Mucikari  
                                                             
45 Ibid…, hlm. 95. 
46 R. Soenarto Suerodibroto, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.310 
47
 Endang Sedyaningsih, Perempuan Keramat Tunggak (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1999), 
hlm. 70. 
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Mucikari atau dalam kamus besar besar bahasa Indonesia merujuk kepada 
kata mucikari adalah induk semag bagi perempuan lacur atau germo. Namun 
pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh, 
perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Mucikari berperan 
sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari 
penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari 
biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang 
“berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangakat dari kemiskinan oleh 
mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak 
asuhnya”.Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya 
sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung 
belang.  
2. Pekerja Seks Komersial (PSK)  
Pekerja seks komersial (PSK) adalah seorang yang menjual jasanya untuk 
melakukan hubungan seksual demi uang atau disebut pelacur. Pekerja seks 
komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula 
sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu pada layanan seks komersial. 
Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek 
eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online 
ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan 
ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.  
3. Pihak Pengguna Jasa  
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Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang 
menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi online bisa terjadi. Walaupun 
tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek 
prostitusi ini.  
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BAB III 
SEJARAH DAN ATURAN SANKSI PELAKU PROSTITUSI ONLINE 
  
A. Sejarah Prostitusi Online 
1. Pengertian Prostitusi Online 
Prostitusi online adalah gabungan dua kata yaitu prostitusi dan online. 
Pengertian prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu 
transaksi perdagangan. Prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Pengertian 
lain prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu pro-situare yang berarti 
membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, 
pergendakan.
1
 
Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal 
juga dengan Pekerja Seks Komersial. Selanjutnya Kartini Kartono memberikan 
definisi pelacuran adalah sebagai berikut:
 2
   
a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala 
jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang 
untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.  
                                                             
1 Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam dan HUkum Positif Terhadap Pelacuran”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016. Hlm. 21 
2
 Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), (Bandung: CV Bandar Maju, 
1995), hlm 177. 
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b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi 
impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk 
pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau 
Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.  
c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan 
badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.  
Pengertian kata online berasal dari bahasa Inggris yang diartikan 
terhubung. Sehingga apabila digabungkan dua kata tersebut akan mengandung 
pengertian sebagai praktek prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain 
mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau online 
sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin 
menggunakan jasanya. Penggunaan media internet ini biasa menggunakan 
situs-situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, website, whatapp, blog dan 
situs lainnya dan dengan mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung 
unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses 
kapan pun, di mana pun, oleh siapa pun, tidak peduli siapa yang menggunakan 
situs tersebut.
3
 
Fenomena prostitusi online ini merupakan inovasi baru bagi para 
penyedia jasa tersebut, yang secara konvensional praktek prostitusi biasa 
                                                             
3 Dwiyaana Achmad Hartato, “Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan 
Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, Seminar Nasional, Fakultas Hukum, 
Universitas Muria Kudus, Kudus. hlm. 13 
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dilakukan dilokalisasi melalui perantara induk semang para pelacur atau dikenal 
dengan istilah germo atau mucikari yang menghubungkan para pekerja seks 
komersial dengan orang yang memakai jasanya. Selain itu prostitusi secara 
konvensional juga biasa dilakukan para pekerja seks komersial dengan 
menunggu pelanggannya di pingir-pinggir jalan atau tempat lainnya. 
Penggunaan media online sebagai penghubung ini jelas lebih memudahkan baik 
bagi induk semang para pelacur tesebut, pekerja seks komersial itu sendiri, 
maupun para pemakai jasa pelacuran, karena melalui media online tersebut 
lebih banyak kemudahan yang didapatkan.
4
 
2. Faktor-faktor Adanya Prostitusi Online 
Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan 
prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya 
sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu kesebab yang lainnya. 
Namun faktof-faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, 
diantaranya:
5
  
 
 
a. Faktor Moral atau Akhlak  
                                                             
4 Ibid. 
5
 Endang Sedyaningsih, Perempuan Keramat Tunggak, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 
hlm.90. 
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1) Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu 
dan masayarakat serta ketidak ketaawaan terhadap ajaran agamanya.  
2) Standar Pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah 
3) Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.  
b. Faktor Ekonomi  
Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, 
khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki 
keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan 
rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.  
c. Faktor Sosiologis  
1) Ajakan dari teman-teman sedaerahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke 
dunia pelacuran.  
2) Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya 
mereka dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama 
dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang 
akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.  
d. Faktor Psikologis  
Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalami 
seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan 
rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan 
dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian 
ditinggalkan begitu saja.  
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e. Faktor kemalasan  
Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang 
rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan 
hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah 
mengumpulkan uang.  
f. Faktor Biologis  
Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam 
kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu 
istri/suami.  
g. Faktor Yuridis  
Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran serta tidak ada 
larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum 
pernikahan atau diluar pernikahan akan tetapi dilarang dalam undang-
undang adalah mucikari dan germo.  
h. Faktor Pendukung  
Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan 
prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Dengan 
adanya teknologi pendukung seperti internet dan handphone membuat 
seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.  
 
 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Prostitusi Online 
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Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki 
unsur dan dua sifat yang berkaitan dibagi menjadi dua macam yaitu:
6
 
a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya 
para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni : 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 
3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur objektif merupakan unsur dari diri si pelaku yang terdiri atas 
perbuatan manusia, berupa.: 
 
 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. 
                                                             
6
 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm. 69 
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b) Omission, yakni perbuatan pasif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan. 
c) Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau 
merusak, bahkan sampai menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, harta, kemerdekaan, 
kehormatan, dsb. 
d) Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya, keadaan tersebut 
dibedakan antara lain: 
(1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.  
(2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
e) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum 
berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari 
hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah melakukan sesuatu. 
 
B. Prostitusi Online Dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284, 
296 Dan 506. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan umur yang sangat 
tua, karena memang KUHP ini merupakan peninggalan jajahan Belanda yang 
kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi undang-undang. Seakan sangat sulit 
untuk menjerat pelaku prostitusi online, karena memang pada zamannya praktek 
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prostitusi jenis ini belum dikenal. Namun, dari banyaknya pasal dalam KUHP ada 
beberapa pasal yang menyinggung tentang prostitusi. Seperti pada pasal 506 
KUHP yang berisi yaitu: 
“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun.”7 
Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang 
yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara pekerja seks 
komersial dan mereka yang menggunakan jasanya. Selain itu pada pasal lainnya, 
yaitu pasal 296 KUHP yang isinya yakni: 
“Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan 
sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain 
dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-.”8 
 
Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang 
mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak 
seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam 
KUHP. Lagi-lagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk menangani 
permasalah di dunia modern sekarang. Untuk pekerja seks komersial sendiri, 
KUHP menyebutkannya sebagas pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang 
dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri 
(permukahan, overspel). 
                                                             
7 Pasal 506, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
8 Pasal 296, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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Untuk sanksi pidana terhadap pelanggan atau pengguna jasa pekerja seks 
komersial (PSK) dengan syarat sudah menikah salah satu atau keduanya sudah 
menikah dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP. 
Memang ujung dari praktek prostitusi online adalah adanya hubungan seks 
terlarang ini. Menurut Pasal 284 KUHP yaitu orang yang dapat mengadukan 
tindak pidana permukahan (perzinahan) adalah hanya suami atau isteri yang 
tercemar (oleh pelaku perzinahan). Menurut pasal tersebut, tindak pidana 
perzinahan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.  
Oleh karena itu, KUHP sekarang ini memang sudah layaknya direvisi. 
Karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala 
tindakan yang bersifat kesusilaan. Menurut Podgorwcki, sebagaimana dikutip oleh 
Soedarto, mengatakan, bahwa ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam 
pembentukan undang-undang, yaitu pembentuk undang-undang harus:
9
 
a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya.  
b. Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan 
dengan keadaan tersebut, dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai, agar hal ini dapat diperhitungkan dan dihormati.  
                                                             
9
 Arief Amrullah, Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang,, (Malang: Bayumedia, 
2004), hlm. 14. 
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c. Mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana 
(undangundang dan misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan 
yang hendak dicapai.  
d. Melakukan penelitian tentang efek dari undang-undang itu, termasuk efek 
sampingan yang tidak diharapkan. 
 
C. Prostitusi Online Dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. 
Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang berbuatan-perbuatan yang dilarang, 
menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau 
pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:
10
 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 
                                                             
10
 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 
27 
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(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik.  
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 
pengancaman.  
Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata keasusilaan 
yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak 
menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud keasusilaan tersebut. Sebenarnya 
ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi online ini 
yakni:
11
 
a. Pengguna jasa  
Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men-
download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau 
pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet. 
 
 
b. Penyedia tempat layanan  
                                                             
11
 Ahmad Rosyadi, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia”, Skripsi 
diterbitkan, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Jakarta, 2011. hlm. 32. 
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Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet 
ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses 
website-website yang berbau pornografi. 
c. Pemilik website prostitusi online  
Pemilik website prostitusi online ini yakni orang yang memberikan jasa 
layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna 
jasa layanan prostitusi online.  
d. Pemilik server  
Pemilik server disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik 
website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap 
orang.  
Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik….”, 
sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban 
pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni orang 
yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya 
situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan 
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“yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal tersebut adalah jika 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
12
  
a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang 
membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun 
mendengarnya.  
b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. 
Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 
ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan 
pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya 
pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 
tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
13
 
D. Prostitusi Online Dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Mengenai prostitusi online, undang-undang ini memang tidak secara 
langsung menyebutkan kata prostitusi online, namun ternyata dalam undang-
undang inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek 
prostitusi online. 
                                                             
12 Lutfan Muntaqo, Porno: Definisi dan Kontroversi, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), hlm. 
39. 
13 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 
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Menurut UU tersebut menyebutkan bawa yang dimaksud dengan Pornografi 
sesuai dengan pasal 1 ialah: 
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”14 
 
Dari semua yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang 
pornografi, hanya membatasi itu pada hal-hal yang membuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual. Mengenai permasalah prostitusi undang-undang ini. Undang-
Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat (1) menyebutkannya 
dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yakni: 
“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang 
disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan 
langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan 
komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan 
lainnya.” 
 
Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada 
pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 
4 ayat (2):  
“Setiap orang dilarang dilarang menyediakan jasa pornografi yang 
menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung 
layanan seksual.”  
 
Untuk pekerja seks komersial sendiri, undang-undang pornografi 
menyebutkannya pada pasal 8 yang isinya yaitu :  
                                                             
14 Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat (1) 
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“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya 
menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”  
 
Ketentuan saksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, ditur pula secara 
spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 yang 
isinya yaitu:  
“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit  Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).” 
 
 
E. Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam 
Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan 
bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al Qur‟an dan Hadist, pengutamaan 
dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqasid 
as-syari„ah. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia 
telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan 
kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. 
Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan 
memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada 
balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka 
sudah seharusnyalah pelaku atau pemilik website hal lainnya yang menyangkut 
prostitusi online tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 
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Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung kegiatan prostitusi ini Islam 
mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas.
15
 
Dalam hukum Islam, pelacuran termasuk salah satu zina. Zina dalam hukum 
Islam adalah setiap hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang 
tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja, sama 
halnya dengan pelacuran.
16
 
Syariat Islam sangat tegas melarang zina perzinaan atau pelacuran, bahkan 
mendekati perbuatan zina pun secara tegas telah dilarang. Larangan mendekati 
zina zina telah ditegaskan dalam QS Al-Isra‟ ayat 32 : 
 
 ًلٍِثَع َءاَع َٗ  ًحَشِحَاف َُ اَم ُ َِّّٔإ ۖ َاّ ِّضىا اُ٘تَْشَقت َلَ َٗ  
“janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”17 
 
Di samping dijelaskan dalam ayat Al-Qur‟an, larangan mendekati zina juga 
dijelaskan dalam hadits, yaitu: 
 َّزىا َُّيا ِّاللِّ ه ْ٘ ُعَس َاٌ ُتُْيق َهَاق ِ ِّاللِّ ِذْثَع ِْ َع ُْ َا هَاق ؟ ٌُ َظْعا ِةّْ
 كََذى َٗ  ُُوتَْقت ُْ َا َهَاق ؟ ُّيا ٌَّ ُث ُتَْيق .ََلَقيَخ َ٘ َٕ َٗ  ا ًِّذّ ِ َِّلِلّ َوَعَْجت
 َكِساَج ََحيٍْ ِيَح ًَ ِّاَُضت ُْ َأ ََوق ؟ َُّيأ ٌَّ ُث َهَاق .َلَع ٍَ  ُوُم 
َْأٌ ُْ َا ًحٍَِّشَخ  
         
                                                             
15
 Ahmad Rosyadi, Kajian Yuridis…, hlm. 35 
16
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.  
17 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002). 
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”Dari Abdullah meriwayatkan, ia berkata, “Aku bertanya kepada 
Rasulullah, „Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? „Beliau menjawab, 
„Kamu menjadi tandingan Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu.‟ 
Aku bertanya lagi. „Kemudian dosa apa lagi? „Beliau menjawab, „Kamu 
membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersamamu.‟ Aku 
bertanya lagi, „Kemudian dosa apa lagi? „Beliau menjawab, „Kamu berzina 
dengan istri tetanggamu.” (HR Al Bukhari dan Ibn Hibbah).”18 
 
Pelacuran atau zina merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan dan 
keharamannya telah ditetapkan oleh syara‟, dikarenakan ia mengandung 
kemafsadatan dan kemudharatan, atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat 
karena ensensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia.
19
 
Allah SWT telah melarang perbuatan zina dan semua hal-hal yang 
mengantarkan kepada zina. Dalam kaidah-kaidah ushul fiqh yaitu:
20
 
a. Menghindarkan mafsadat adalah lebih didahulukan dari mendatangkan 
maslahat. 
b. Segala mudharat harus dihilangkan. 
c. Melihat sesuatu yang haram adalah haram. 
d. Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram. 
Berdasarkan penerapan ayat Al-Qur‟an dan Al-Hadits, bahwa pelaku zina 
dikenakan hukuman had. Hukuman had zina merupakan murni hak Allah SWT. 
Hukum had zina diberlakukan untuk menjaga kehormatan, jangan sampai ternodai 
                                                             
18
 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Indonesia: Dahlan), Jilid IV, hlm. 2721. 
19
 Hasbiyyah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 33. 
20
 Djazuli, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 217. 
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dan juga demi untuk melindungi kemaslahatan-kemaslahatan umum yaitu menolak 
dan menjauhkan kerusakan dari mereka. 
Ada dua jenis jarimah zina yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan. 
Zina muhshan adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda maupun 
janda. Artinya, si pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau 
pernah menikah secara sah. Zina ghairu muhshan adalah jarimah zina yang 
pelakunya masih berstaatus perjaka atau gadis. Artinya, si pelaku belum pernah 
menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.
21
  
Terhadap kedua jenis perzinaan di atas, syariat Islam memberlakukan dua 
jenis „uqubah atau sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhshan adalah 
hukuman rajam, yaitu si pelaku dilempari batu hingga meninggal. Sesuai dengan 
hadis yang disampaikan oleh Umar bin Al Khaththab sebagai berikut:  
 َوَع ٌِظىاَج َ٘ ُٕ َٗ  باَّطَخىا ِِ ْتُش ََ ُع َهَاق ُه ْ٘ َُقٌ طاَّثَع ِِ ْت ِاللِّ ُذْثَع
 اًذ ََّ َح ٍُ  َثََعت َْذق َاللِّ َُّ ِإ ٌَ َّيَع َٗ  ِٔ ٍْ َيَع ُّاللِّ َوَص ِاللِّ ِه ْ٘ ُعَس َِشثْْ ٍِ
 َص َُ اََنف َبَاتِنىا ِٔ ٍْ َيَع َهَضّْ َا َٗ  ِّقَحىِات  ٌَ َّيَع َٗ  ِٔ ٍْ َيَع ُّاللِّ َوَص ِ َّاللِّ َو
 ٌَ َجََشف إََاَْْيقَع َٗ  َإَاٍْْ َع َٗ َٗ  َإَاّْأََشق ٌِ ْجح َّشىا ََحٌآ ِٔ ٍْ َيَع َهِضّْ ُأ ا ََّ ٍِ
 ُه ْ٘ ُعَس ٌَ َّيَع َٗ  ِٔ ٍْ َيَع ُّاللِّ َوَص ِاللِّ  َهاَط ُْ ِإ ىَشَْخَأف َُٓذَْعت َاْ َْ َجَس َٗ
 اُ٘يَْضٍَف ِاللِّ ِبَاتِم ًِف ٌَ ْجّشىا َذََجّا ٍَ  ُهإَاق َه ْ٘ َُقٌ ُْ َأ ٌُ ا ٍَ َص ِطاَّْىِات
 ِْ ٍِ  َوَع ّقَح ِاللِّ ِبَاتِم ًِف ٌَ ْجّشىا َُّ ِإ َٗ  ُاللِّ َاَٖىَضّْ ا حَضٌْ َِشف ِكَشِتت
ىاٗ ِهاَج ِّشىا َِ ٍِ  َِ َصَْحأ اَِرإ َىِّص ُاَم ْٗ َأ َُح ٍَِّْثىا ِت ٍَ َاق اَِرإ ِءاَغِّْ
 ُفاَِشتْعِلَا ِٗ َأ ُوْثَحْىا                                                   
                                                             
21 Nurul Irfan, Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 60-61. 
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”Abdullah bin Abbas berkata bahwa Umar bin Al Khaththab di mimbar 
Rasulullah saw seraya berpidato, “sesungguhnya Allah mengutus 
Muhammad saw membawa kebenaran dan Allah menurunkan Alquran 
kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat rajam. Kami 
membacanya, mempelajarinya dan memahaminya. Selanjutnya, Rasulullah 
saw melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakan hukuman 
rajam setelah zaman beliau berlalu. Kata Umar, aku takut jika telah berlalu 
masa yang panjang ada orang yang berkata, „Kami tidak menemukan rajam 
di Kitabullah.‟ Oleh sebab itu, mereka meninggalkan kewajiban yang 
diturunkan Allah, padahal sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam 
Kitabullah yang diberlakukan kepada orang yang berzina apabila ia telah 
beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan serta apabila 
telah kuat bukti, terjadi kehamilan, atau atas dasar pengakuan.”22 
Sanksi pidana teradap pelaku zina ghairu muhshan sesuai dengan firman 
Allah SWT dalam QS An Nuur ayat 2 : 
 
 ًِف ٌَحفْأَس ا ََ ِٖ ِت ٌْ ُمْزُْخَأت َلَ َٗ  ۖ ٍجَذْيَج ََحئا ٍِ  ا ََ ُْْٖ ٍِ  ٍذِحا َٗ  َّوُم اُٗذِيْجَاف ًِّا َّضىا َٗ  َُحٍِّا َّضىا
 َِ ٍِ  ٌَحِفئَاط ا ََ َُٖتاَزَع َْذَْٖشٍْى َٗ  ۖ ِشِخ َْ ا ًِ ْ٘ ٍَْىا َٗ  ِ َّلِلِّات َُ ُْ٘ ٍِ ُْؤت ٌْ ُتُْْم ُْ ِإ ِ َّاللِّ ِِ ٌِد
 َِ ٍِْ ٍِ ْؤ َُ ْىا 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 
beriman.”23 
Adapun hukuman cambuk dan pengasingan terhadap pelaku ghairu 
muhshan. Hadist yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan yaitu: 
                                                             
22
 Muslim, Shahih Muslim, (Semarang:Toha Putra), Jilid II, hlm. 49.  
23 Departemen Agama RI, Al Qur‟an Dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002). 
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 ُش ٍُ َْأٌ ٌَ َّيَع َٗ  ِٔ ٍْ َيَع ُ َّاللِّ َّوَص ًُّ ِثَّْىا ُتْع َِ َع َهَاق ٍِذى اَخ ِِ ْت ِذٌْ َص ِْ َع
 ًٍ اَع َةٌْ ِشَْغت َٗ  ٍجأا ٍِ  َجَذْيَج ِْ ُصَْحٌ ٌْ َى َٗ  َىَّص ِْ ََ ٍْ ِف                    
 
Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, ia berkata, “Aku mendengar Nabi saw 
memerintahkan agar pezina ghairu muhshan dicambuk seratus kali dan 
dibuang selama satu tahun”24 
 
Selain itu, ada hadist lainnya yang menerangkan tentang hal serupa di hadist 
lain yaitu: 
 ِْ َع  ِٔ ٍْ َيَع ُ َّاللِّ َّوَص ِّاللِّ ُه ْ٘ ُعَس َهَاق َهَاق ِت ٍِ  ا َّصىا ِِ ْت َجَدَاثُع
 ُشِْنثْىا ًلٍْ ِثَع َِّ ُٖى ُ َّاللِّ َوَعَج َْذق ًَِّْع اُٗزُخ ًَِّْع اُٗزُخ ٌَ َّيَع َٗ
 َج َّشىا َٗ  ٍَجأا ٍِ  ُذْيَج ِةِّ ٍَّثىِات ُةِّ ٍَّثىا َٗ  ٍَحَْع ًُ َْفّ َٗ  ٍجأا ٍِ  ُذْيَج ِشِْنثِْيت ٌُ      
              
 
“Dari Ubah bin Shamit, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, „Ambillah 
dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka 
jalan keluar, pezina perjaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan 
dibuang selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk 
seratus kali dan dirajam.”25 
 
Dari  kedua hadist tersebut dapat diketahui bahwa sanksi hukuman bagi 
pelaku jarimaah zina ghairu muhshan adalah dicambuk seratus kali dan 
diasingkan. Mengenai hukuman cambuk, para ulama telah sepakat. Akan tetapi, 
menganai hukuman pengasingan, ulama berbeda pendapat, apakah kedua hukuman 
                                                             
24 Al-Bukhari, Shahih Al Bukhari.., hlm. 2733. 
25
 Muslim, Shahih Muslim.., hlm. 48. 
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tersebut diberlakukan secara bersama-sama atau tidak. Masalah ini dijelaskan oleh 
Al Juzairi sebagai berikut:
26
 
 
a. Mazhab Maliki 
Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang pekerja merdeka yang 
melakukan tindak pidana zina harus dikenai hukuman pengasingan setelah 
terlebih dahulu dicambuk seratus kali. Pengasingan ini harus dilakukan di suatu 
tempat yang jauh dari tanah airnya, lebih kurang sama dengan jarak masafah al 
qashr selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai celaan terhadap kekejian 
perbuatan zina bagi pelaku utuk menjauhkannya dari tempat berlangsungnya 
perzinaan. Kalau pelaku masih berda di tempat semua, akan sangat potensial 
sebagai bahan celaan, bahkan masyarakat yang sedang di masjid akan mudah 
mendapatkan dosa akibat bergujing. Oleh sebab itu, hukuman pengasingan 
berdampak baik untuk si pelaku dan masyarakat.
27
 
Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, hukuman 
pengasingan tidak berlaku. Kalau seorang gadis dihukum dengan pengasingan, 
dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah yang akan mengakiatkan 
munculnya berbagai pengaruh negatif yang lain. Disamping itu, syariat Islam 
juga melarang wanita untuk berpegian sendirian tanpa mahramnya. Oleh sebab 
                                                             
26
 Abdurrahman Al-Juzaini, Al- Fiqh „ala Madzahib Al-Arba‟ah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 
Jilid V, hlm. 57-58. 
27 Ibid.  
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itu, gadis zina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak 
ramai.
28
 
 
 
b. Mazhab Syafi‟i dan Hambali 
Kedua mazhab fiqh ini berpendapat bahwa pelaku zina ghairu muhshan 
yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan dua jenis 
hukuman, yaitu cambuk dandiasingkan, sehingga mereka dapat merasakan 
betapa tidak enaknya akibat tindak pidana yang mereka lakukan karena harus 
jauh dari keluarga dan tanaah airnya. Hukuman seperti inilah yang pernah 
diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sehingga para ulama 
mengatakan bahwa ketentuan seperti ini merupakan ijma‟ yang telah 
ditetapkan. Umar bi Al Khaththab pernah menjatuhkan hukuman pengasingan 
bagi pezina ghairu muhshan ke Syam, sementara Utsman sampai ke Mesir, dan 
Ali sampai ke Bashrah.
29
 
Mazhab Syafi‟i dan Hambali memberlakukan hukum pengasingan ini 
secara bersama, baik terhadap perjaka maupun gadis, hanya saja bagi si gadis 
harus disertai mahramnya.
30
 
c. Mazhab Hanafi 
                                                             
28 Nurul Irfan, Fiqh Jinayah.., hlm. 77. 
29
 Abu Hasan, Al-Hawi Al-Kabir, (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), Jilid XVII, hlm 19. 
30 Abdurrahman Al-Juzaini, Al- Fiqh „ala Madzahib.., hlm. 64. 
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Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dua jenis hukuman pelaku zina ghairu 
muhshan tidak dapat dicampuradukkan. Hal ini karena hukuman pengasingan 
tidak  dsebutkan dalam Qs An Nur ayat 2. Kalau hukuman pengasingan juga 
diberlakukan, berarti mengadakan penambahan dalam nash. Adapun hukuman 
pengasingan hanya ditetapkan oleh hadis ahad, padahal hadis ahad tidak dapat 
menyempurnakan konsep hukuman had bagi pelaku zina ghairu muhshan. 
Pendapat  mazhab ini bertumpu pada pandangan Imam Abu Hanifah yang 
berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini termasuk jenis hukuman tazir dan 
erat kaitannya dengan konsep kemashlahatan. Jika asas maslahat tidak 
diperoleh dari dilaksanakannya hukuman pengasingan, sebaiknya di 
tangguhkan. Secara tegas Abu Hanifah berkata “Cukuplah dengan pengasingan 
itu sebagai fitrah.” Artinya, fitnah hendaknya dihindari dengan cara 
meninggalkan hukuman pengasingan.
31
 
Pendapat Imam Abu Hanifah diatas, Al Juzaini mengatakan bahwa di 
samping karena hukuman pengasingan tidak  dsebutkan dalam Qs An Nur ayat 
2, namun hukuman ini hanya ditetapkan oleh hadis ahad yang berarti hanya 
merupakan penambahan terhadap ketentuan ayat. Oleh karena itu menurut 
mazhab ini, hadist tentang hukuman pengasingan tidak dapat dijadikan 
                                                             
31
 Ibid. hlm. 66. 
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sandaran hukum sehingga hukuman ini bukan merupakan had, melainkan 
ta‟zir.32 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jumhur ulama, 
pelaku tindak pidana zina ghairu muhshan harus dikenai sanksi pidana berupa 
hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu 
tahun. Akan tetapi, untuk jenis hukuman yang disebut terakhir, menurut Imam 
Malik tidak dapat diberlakukan bagi perempuan. Sedangkan Imam Syafi‟i dan 
Ahmad hukuman pengasingan tetap diberlakukan, baik bagi laki-laki maupun 
perempuan. 
 
                                                             
32
 Ibid. hlm. 67. 
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BAB IV 
ANALISIS 
A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Menurut Hukum 
Positif 
1. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Menurut  Pasal 284, 
296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pelaku prostitusi yang bisa dijerat oleh Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) sesuai pasal 284, 296 dan 506 dengan unsur-unsur yang ada di 
dalamnya, yaitu: 
a. Mucikari/ Germo 
Mucikari atau Germo yaitu pelaku yang mata pencahariannya sebagai 
perantara atau penghubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan 
pengguna jasa. Dalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), pelaku mucikari atau germo dapat dikenai sanksi. 
Pasal 296 KUHP mengatur bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja 
mengadakan  atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan 
orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling 
banyak seribu rupiah.” 
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Unsur objektif (actus reus) dalam Pasal 296 KUHP adalah:  
1) Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain 
dengan orang lain;  
2) Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.  
 
Sedangkan unsur subjektif (mensrea) adalah: dengan sengaja.  
Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP mengatur bahwa: “Barang siapa 
menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan 
sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.” 
Dalam Pasal 506 KUHP yang menjadi unsur objektif (actus reus) adalah:  
1) Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita;  
2) Menjadikan sebagai pencarian.  
Sedangkan unsur subjektif (mens rea) adalah: dengan sengaja 
Pasal di atas pada dasarnya menjerat setiap orang yang menyediakan 
rumah, kamar, atau tempat tidur bagi seorang laki-laki atau perempuan untuk 
berbuat cabul. Dalam beberapa putusan, orang yang berbuat cabul di kamar 
sewaan itu hanya berperan sebagai saksi. Tidak menjadi persoalan apakah 
kamar itu adalah bisnis utama atau hanya sekedar sampingan.Putusan PN 
Ngawi No.132/Pid.B/2013 /PN.Ngw telah menghukum pemilik kamar yang 
menyediakan tempat dan menerima dari sewaan kamarnya yang digunakan 
PSK dan pengguna jasa. 
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b. Pengguna Jasa dan Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual dirinya 
untuk melakukan hubungan seksual atau perzinahan demi uang. Pengguan 
jasa adalah pelaku yang menggunakan jasa PSK untuk memuaskan nafsu 
birahinya. Dalam Pasal 284 Kitab Undan-undang Hukum Pidana (KUHP), 
menjerat para pelaku zina. Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan 
oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dari keduanya sudah 
menikah dengan orang lain. Pelaku dijerat dengan pasal ini karena atas dasar 
suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak 
Dalam Pasal 284 KUHP menyebutkan hanya salah satu atau  keduanya 
yang sudah menikah akan dikenai hukuman, tapi jika sebaliknya maka tidak 
dapat dikenai hukuman sesuai pasal tersebut. Peru dicatat, bahwa dalam 
pasal ini termasuk delik aduan, artinya jika pihak salah satu atau keduanya 
tidak melaporkan pada pihak yang berwajib maka tidak bisa dikenai 
hukuman. 
2. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Menurut Pasal 27 UU  
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Dalam Pasal 27 UU  No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) menjerat para pelaku prostitusi terutama pada pelaku Muciari. 
Sementara itu pengaturan terkait tindak pidana prostitusi online dalam UU ITE 
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disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1). Dalam pasal ini menggunakan kata-kata 
“muatan yang melanggar kesusilaan” yang salah satunya informasi elektronik 
tentang nama domain dari prostitusi online.  
Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa: 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan.”  
Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur objektif (actus reus) meliputi:  
a. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;  
b. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.  
Sedangkan unsur subjektif (mens rea) meliputi:  
a. Dengan sengaja; 
b. Tanpa hak atau tidak memiliki hak.  
Pasal diatas memberikan ancaman hanya pada perbuatan 
mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar 
kesusilaan menurut ilmuan hukum adalah berupa gambar, video, percakapan, 
animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan 
seksual, dan alat kelamin. Dalam pemahaman perbuatan kesusilaan ini dengan 
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maksud disebarkan dalam dunia internet maka dikenai pasal tersebut, 
sebaliknya jika tidak disebarkan maka tidak dikenai sanksi. 
3. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Menurut UU No. 44 
Tahun 2008 Tentang Pornografi. 
Dalam UU Pornografi tidak dijelaskan pula mengenai prostitusi, apalagi 
prostitusi online. Tetapi dalam UU ini diatur mengenai definisi dari pornografi 
itu sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi mengatur bahwa:  
 
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,  
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan 
lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 
muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 
norma 
kesusilaan dalam masyarakat.” 
Dalam hal ini, Pelaku prostitusi yang dapat dijerat dengan UU Pornografi 
adalah muckari atau germo dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Unsur-unsur 
pasal dalam UU Pornografi untuk menjerat pelaku Prostitusi onlne tersebut, 
yaitu: 
a. Mucikari/ Germo 
Khusus mengenai kegiatan yang mengarah kepada aktifitas prostitusi, 
ada beberapa pasal yang mengatur yakni Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan 
Pasal 10 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU 
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Pornografi mengatur bahwa: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:  
 
1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
2) kekerasan seksual; 
3) masturbasi atau onani; 
4) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
5) alat kelamin; atau 
6) pornografi anak. 
Adapun unsur objektif (actus reus) dalam Pasal 4 ayat (1) UU 
Pornografi adalah: 
1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, 
menyewakan, atau menyediakan pornografi; 
2) Secara ekplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi 
atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.  
Sedangkan unsur subjektif (mens rea) adalah:  dengan sengaja 
melanggar larangan. 
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Sedangkan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi mengatur bahwa: Setiap 
orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara 
eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan: 
1) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 
2) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 
3) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung 
layanan seksual. 
Unsur objektif (actus reus) dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi 
adalah:  
“Menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit 
ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat 
kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, serta 
menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak 
langsung layanan seksual.”  
Sedangkan unsur subjektif (mens rea) meliputi: dengan sengaja 
melanggar larangan. 
Dalam undang-undang diatas adalah dengan maksud penyedia konten-
konten pornografi sesuai dengan pasal 4 ayat (1), maka akan dikenai 
hukuman sesuai dengan pasal 29 yaitu pidana penjara paling sedikit 6 bulan 
dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 
(enam miliar rupiah). 
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b. Pekerja Seks Komersial (PSK) 
Untuk pekerja seks komersial sendiri, undang-undang pornografi 
menyebutkannya pada pasal 8 dan 10. Pasal 8 yang isinya yaitu :  
“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan 
dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan 
pornografi.”  
 
Dalam pasal 8 tersebut, jika Pekerja Seks Komersial (PSK) 
menawarkan diri kepada pelanggan atau perantara mucikari dengan 
persetujuannya, maka PSK tersebut dapat dijeraat dengan Pasal 8 UU 
Pornografi. 
Pasal 10 memuat: “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau 
orang lain dalam mempertunjukan atau di muka umum yang 
menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau 
yang bermuatan pornografi lainnya.” 
Unsur objektif (actus reus) dalam Pasal 10 UU Pornografi adalah 
mempertontonkan diri atau orang lain dalam mempertunjukan atau di muka 
umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 
persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. Sedangkan unsur 
subjektifnya (mens rea) meliputi: dengan sengaja melanggar larangan. 
Penjelasan sanksi dalam Pasal 10 dijelaskan dalam Pasal 36, yaitu:  
“Barang siapa yang melanggar larangan sesuai pasal 10 yaitu 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
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dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah).” 
 
 
 
 
 
4. Tabel Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online. 
Pelaku 
Prostitusi 
Online 
KUHP  
Pasal 284, 296, dan 
506 
UU No. 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Pasal 27 
UU. No. 44 Tahun 
2008 Tentang 
Pornografi  
Mucikari/ 
Germo 
 Pidana kurungan 
tidak lebih dari 1 
tahun. 
 Penjara paling 
lama 6 tahun dan/ 
atau denda paling 
banyak 1 miliar.  
 Pidana penjara 
paling singkat 1 
tahun dan paling 
lama 12 tahun 
dan/ atau denda 
paling sedikit 500 
juta dan paling 
banyak 6 miliar. 
Pekerja Seks 
Komersial 
 Delik Aduan. -  Penjara paling 
lama 10 tahun 
dan/ atau denda 
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paling banyak 5 
miliar. 
Pengguna 
Jasa 
 Delik Aduan. - - 
 
 
B. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Menurut Hukum 
Pidana Islam. 
Pelaku yang dapat dijerat hukuman sesuai dengan hukum pidana Islam 
yaitu: 
1. Mucikari/ Germo 
Dalam hukum pidana Islam pembahasan prostitusi online dalam Al Quran 
maupun Hadist belum ada penjelasannya, untuk larangan mendekatinya dalam 
Al Quran terdapat dalam QS Al Isra’ ayat 32 yaitu: 
 
 ًليِثَع َءاَع َٔ  ًحَشِحَاف ٌَ اَك ُ ََِّّإ ۖ َا ِّضنا إُتَْشَقت َلَ َٔ  
“janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”1 
 
Prostitusi atau zina merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan dan 
keharamannya telah ditetapkan oleh syara’, dikarenakan ia mengandung 
                                                             
1 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002). 
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kemafsadatan dan kemudharatan, atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat 
karena ensensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia. Maka 
pelaaku mucikari atau germo dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan dalam 
jarimah Ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk 
kedisiplinan. 
2. Penggunna Jasa dan Pekerja Seks Komersial (PSK) 
Dalam hukum pidana Islam, pengguna jasa dan Pekerja Seks Komersial 
(PSK) dikenakan hukuman had. Hukuman had zina merupakan murni hak Allah 
SWT. Hukum had zina diberlakukan untuk menjaga kehormatan, jangan sampai 
ternodai dan juga demi untuk melindungi kemaslahatan-kemaslahatan umum yaitu 
menolak dan menjauhkan kerusakan dari mereka. 
Ada dua jenis jarimah zina yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan. 
Zina muhshan adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda maupun 
janda. Artinya, si pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau 
pernah menikah secara sah. Zina ghairu muhshan adalah jarimah zina yang 
pelakunya masih berstaatus perjaka atau gadis. Artinya, si pelaku belum pernah 
menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. 
Penerapan hukuman terhadap pelaku zina berbeda-beda sesuai dengan status 
pelaku. Sanksi bagi pelaku zina muhshan adalah hukuman rajam, yaitu si pelaku 
dilempari batu hingga meninggal. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh 
Umar bin Al Khaththab sebagai berikut:  
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 َمَع ٌِظناَج َٕ ُْ َٔ  باَّطَخنا ٍِ ْتُش ًَ ُع َلَاق ُل ْٕ َُقي طاَّثَع ٍِ ْت ِالله ُذْثَع
 َص ِالله ِل ْٕ ُعَس َِشثُْ ِي اًذ ًَّ َحُي َثََعت َْذق َالله ٌَّ ِإ َىَّهَع َٔ  ِّ َْيهَع ُّالله َم
 ٌَ اََكف َبَاتِكنا ِّ َْيهَع َلَضَْ َا َٔ  ِّقَحنِات  َىَّهَع َٔ  ِّ َْيهَع ُّالله َمَص ِ َّالله َمَص
 َىَجََشف َاَْاَُْهقَع َٔ  َاَْاُْيَع َٔ َٔ  َاَْا ْأََشق ِىْجح َّشنا ََحيآ ِّ َْيهَع َلِضَْ ُأ ا ًَّ ِي
 ُعَس ُل ْٕ َىَّهَع َٔ  ِّ َْيهَع ُّالله َمَص ِالله  َلاَط ٌْ ِإ ىَشَْخَأف َُِذَْعت َاُ ًْ َجَس َٔ
 إُهَْضَيف ِالله ِبَاتِك ِيف َىْجّشنا َذََج اَي ُلإَاق َل ْٕ َُقي ٌْ َأ ٌ اَيَص ِطاَُّنِات
 ٍْ ِي َمَع ّقَح ِالله ِبَاتِك ِيف َىْجّشنا ٌَّ ِإ َٔ  ُالله َآَنَضَْ ا حَضْيَِشف ِكَشِتت 
 ٌاَك ْٔ َأ َُح َُِّيثنا ِتَيَاق اَِرإ ِءاَغُِّنأ ِلاَج ِّشنا ٍَ ِي ٍَ َصَْحأ اَِرإ َى ِص
 ُفاَِشتْعِلَا ِٔ َأ ُمْثَحْنا                                                  
          
 
”Abdullah bin Abbas berkata bahwa Umar bin Al Khaththab di mimbar 
Rasulullah saw seraya berpidato, “sesungguhnya Allah mengutus 
Muhammad saw membawa kebenaran dan Allah menurunkan Alquran 
kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat rajam. Kami 
membacanya, mempelajarinya dan memahaminya. Selanjutnya, Rasulullah 
saw melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakan hukuman 
rajam setelah zaman beliau berlalu. Kata Umar, aku takut jika telah berlalu 
masa yang panjang ada orang yang berkata, „Kami tidak menemukan rajam 
di Kitabullah.‟ Oleh sebab itu, mereka meninggalkan kewajiban yang 
diturunkan Allah, padahal sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam 
Kitabullah yang diberlakukan kepada orang yang berzina apabila ia telah 
beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan serta apabila 
telah kuat bukti, terjadi kehamilan, atau atas dasar pengakuan.”2 
Sanksi pidana teradap pelaku zina ghairu muhshan sesuai dengan firman  
Allah SWT dalam QS An Nuur ayat 2 : 
 
                                                             
2 Muslim, Shahih Muslim..., hlm. 49.  
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 ِيف ٌَحفْأَس ا ًَ ِٓ ِت ْىُكْزُْخَأت َلَ َٔ  ۖ ٍجَذْهَج ََحئاِي ا ًَ ُُْٓ ِي ٍذِحا َٔ  َّمُك أُذِهْجَاف ِيَا َّضنا َٔ  َُحيَِا َّضنا
 ٍَ ِي ٌَحِفئَاط ا ًَ َُٓتاَزَع َْذَْٓشيْن َٔ  ۖ ِشِخْلْا ِو ْٕ َيْنا َٔ  ِ َّللَِّات ٌَ ُُِٕيُْؤت ُْىتُْ ُك ٌْ ِإ ِ َّالله ٍِ يِد
 ٍَ يُِِيْؤ ًُ ْنا 
 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”3 
Namun para ulama berpendapat bahwa pezina ghairu muhsan memiliki  2 
hukuman, yaitu hukuman cambuk dan pengasingan. Sesuai dengan hadist nabi 
berikut:  
 
 ُشُْيَأي َىَّهَع َٔ  ِّ َْيهَع ُ َّالله َّمَص ُّيِثَُّنا ُتْع ًِ َع َلَاق ٍِذن اَخ ٍِ ْت ِذْيَص ٍْ َع
 َى َص ٍْ ًَ ِْيف ٍواَع َةْيِشَْغت َٔ  ٍجأاِي َجَذْهَج ٍْ ُصَْحي َْىن َٔ                    
 
Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, ia berkata, “Aku mendengar Nabi saw 
memerintahkan agar pezina ghairu muhshan dicambuk seratus kali dan 
dibuang selama satu tahun”4 
 
 
1. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Terhadap Pelaku Prostitusi Online 
Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 
 
a. Mengenai persamaan sanksi prostitusi online di Indonesia menurut hukum 
positif dan hukum pidana Islam yaitu: sama-sama diberi sanksi. 
                                                             
3 Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002). 
4
 Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari.., hlm 2733. 
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Bagi mucikari atau germo dalam hukum pidana positif diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yaitu “Barang siapa yang 
mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau 
memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
lima belas ribu rupiah.” Dan Pasal 506 yaitu: “Barang siapa yang menarik 
keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya pelacur, 
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam Pasal 27 ayat 
1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Teransaksi Elektronik bukan 
hanya menjerat mucikari atau germo, tetapi juga bisa Pekerja Seks Komersial 
(PSK) yang menawarkan diri lewat internet yang bisa diakses oleh semua 
orang. Bunyi dari pasal tersebut ialah: “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa 
hak mendistribusikan dan/atau mentransaksikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah)”. 
Pengguna jasa PSK dapat dijerat dengan pasal 284 KUHP. Disebutkan 
dalam KUHP tersebut delik perzinaan termasuk dalam delik aduan. Artinya 
delik perzinaan sebagaimana definisi KUHP Pasal 284, pelakunya tidak dapat 
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dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang 
dirugikan.
5
  
Dalam hukum Islam, pelaku Mucikari atau Germo dikenai sanksi jarimah 
ta’zir sesuai ketentuan QS Al Isra’ ayat 32 yaitu: 
 
 ًليِثَع َءاَع َٔ  ًحَشِحَاف ٌَ اَك ُ ََِّّإ ۖ َا ِّضنا إُتَْشَقت َلَ َٔ  
“janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”6 
 
Prostitusi atau zina merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan dan 
keharamannya telah ditetapkan oleh syara’, dikarenakan ia mengandung 
kemafsadatan dan kemudharatan, atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat 
karena ensensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia. Maka 
pelaaku mucikari atau germo dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan dalam 
jarimah Ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk 
kedisiplinan. 
Pengguna jasa maupun Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam hukum 
pidana Islam termasuk jarimah hudud yaitu jarimah zina. Jarimah hudud adalah 
jarimah yang sudah ada ketentuan sanksinya dalam Al Qur’an maupun Hadis. 
Hukum pidana Islam membagi perbuatan jarimah zina ada dua yaitu zina 
muhshan dan zina ghairu muhshan. Sanksi bagi pelaku zina muhshan adalah 
                                                             
5
 Eman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, 
(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 8. 
6 Departemen Agama RI, Al Qur‟an Dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002). 
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hukuman rajam, yaitu si pelaku dilempari batu hingga meninggal. Sesuai 
dengan hadis yang disampaikan oleh Umar bin Al Khaththab sebagai berikut:  
 ٌِظناَج َٕ ُْ َٔ  باَّطَخنا ٍِ ْتُش ًَ ُع َلَاق ُل ْٕ َُقي طاَّثَع ٍِ ْت ِالله ُذْثَع
 ِالله ِل ْٕ ُعَس َِشثُْ ِي َمَع  َثََعت َْذق َالله ٌَّ ِإ َىَّهَع َٔ  ِّ َْيهَع ُّالله َمَص
 ِّ َْيهَع َلَضَْ َا َٔ  ِّقَحنِات  َىَّهَع َٔ  ِّ َْيهَع ُّالله َمَص ِ َّالله َمَص اًذ ًَّ َحُي
 اََْاُْيَع َٔ َٔ  َاَْا ْأََشق ِىْجح َّشنا ََحيآ ِّ َْيهَع َلِضَْ ُأ ا ًَّ ِي ٌَ اََكف َبَاتِكنا
 َس َىَجََشف َاَْاَُْهقَع َٔ ُل ْٕ ُع َىَّهَع َٔ  ِّ َْيهَع ُّالله َمَص ِالله  َُِذَْعت َاُ ًْ َجَس َٔ
 َىْجّشنا َذََج اَي ُلإَاق َل ْٕ َُقي ٌْ َأ ٌ اَيَص ِطاَُّنِات َلَاط ٌْ ِإ ىَشَْخَأف
 َىْجّشنا ٌَّ ِإ َٔ  ُالله َآَنَضَْ ا حَضْيَِشف ِكَشِتت إُهَْضَيف ِالله ِبَاتِك ِيف
 ِلاَج ِّشنا ٍَ ِي ٍَ َصَْحأ اَِرإ َى ِص ٍْ ِي َمَع ّقَح ِالله ِبَاتِك ِيف
نأ ُفاَِشتْعِلَا ِٔ َأ ُمْثَحْنا ٌاَك ْٔ َأ َُح َُِّيثنا ِتَيَاق اَِرإ ِءاَغُِّ          
                                 
 
”Abdullah bin Abbas berkata bahwa Umar bin Al Khaththab di mimbar 
Rasulullah saw seraya berpidato, “sesungguhnya Allah mengutus 
Muhammad saw membawa kebenaran dan Allah menurunkan Alquran 
kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat rajam. Kami 
membacanya, mempelajarinya dan memahaminya. Selanjutnya, 
Rasulullah saw melaksanakan hukuman rajam dan kami juga 
melaksanakan hukuman rajam setelah zaman beliau berlalu. Kata Umar, 
aku takut jika telah berlalu masa yang panjang ada orang yang berkata, 
„Kami tidak menemukan rajam di Kitabullah.‟ Oleh sebab itu, mereka 
meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah, padahal sesungguhnya 
hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah yang diberlakukan kepada 
orang yang berzina apabila ia telah beristri atau bersuami dari setiap 
laki-laki dan perempuan serta apabila telah kuat bukti, terjadi kehamilan, 
atau atas dasar pengakuan.”7 
Sanksi pidana teradap pelaku zina ghairu muhshan sesuai dengan firman 
Allah SWT dalam QS An Nur ayat 2 : 
                                                             
7 Muslim, Shahih Muslim.., hlm.49 
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 ا ًَ ِٓ ِت ْىُكْزُْخَأت َلَ َٔ  ۖ ٍجَذْهَج ََحئاِي ا ًَ ُُْٓ ِي ٍذِحا َٔ  َّمُك أُذِهْجَاف ِيَا َّضنا َٔ  َُحيَِا َّضنا
 ٍَ ِي ٌَحِفئَاط ا ًَ َُٓتاَزَع َْذَْٓشيْن َٔ  ۖ ِشِخْلْا ِو ْٕ َْينا َٔ  ِ َّللَِّات ٌَ ُُِٕيُْؤت ُْىتُْ ُك ٌْ ِإ ِ َّالله ٍِ يِد ِيف ٌَحفْأَس
 ٍَ يُِِيْؤ ًُ ْنا 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman.”8 
 
 
b. Perbedaan sanksi bagi pelaku prostitusi online menurut hukum pidana Islam 
dan hukum positif 
Perbedaan sanksi pelaku prostitusi online menurut hukum pidana Islam 
dan hukum positif yaitu dalam hal berat maupun ringan sanksi yang harus 
diberikan. Uraiannya ialah: 
1) Mucikari dalam hukum pidana positif dijerat dengan pasal 296 KUHP 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan, pasal 506 KUHP 
dengan pidana kurugan paling lama satu tahun. Jika terbukti tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses 
di media elektronik maka dijerat dengan pasal 27 ayat 1 UU No. 11 Tahun 
2008 tentang ITE dengan penjara paling lama enam tahun dan atau denda 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Dalam hukum pidana Islam, mucikari 
atau germo dikategorikan dalam perbuatan maksiat atau haram sesuai dalam 
                                                             
8 Departemen Agama RI, Al Qur‟an Dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002). 
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QS an-Nur ayat 33. Maka perbuatan itu dalam Islam dikategorikan dalam 
jarimah ta’zir. 
2) Pengguna jasa PSK dan PSK yang sudah menikah dalam hukum pidana 
positif dapat dijerat dengan pasal 284 KUHP. Disebutkan dalam KUHP 
tersebut delik perzinaan termasuk dalam delik aduan. Artinya delik 
perzinaan sebagaimana definisi KUHP Pasal 284, pelakunya tidak dapat 
dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang 
dirugikan. Dalam hukum pidana Islam pelaku dan sanksi zina telah 
ditetapkan sesuai dengan status pelaku. Dalam Islam status yang sudah 
menikah atau janda yang melakukan zina disebut zina muhshan serta 
hukumannya yaitu dirajam. Pelaku zina yang belum pernah menikah atau 
zina ghairu muhshan maka hukumannya didera atau dicambuk  dan 
diasingkan selama satu tahun. 
c. Tabel Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Dalam Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online. 
Pelaku Hukum Pidana Islam Hukum Positif 
Mucikari/  
Germo 
 Jarimah Ta’zir  KUHP Pasal 296: 
Pidana kurungan tidak 
lebih dari 1 tahun. 
 UU ITE Pasal 27: 
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Penjara paling lama 6 
tahun dan/ atau denda 
paling banyak 1 
miliar. 
 UU Pornografi Pasal 
29: Pidana penjara 
paling singkat 1 tahun 
dan paling lama 12 
tahun dan/ atau denda 
paling sedikit 500 juta 
dan paling banyak 6 
miliar. 
Pekerja Seks 
Komersial 
 Jarimah rajam sampai mati : 
 Keluarga 
 Janda atau duda 
 Jarimah dera dan pengasingan 
bagi laki-laki perjaka. 
 Jarimah dera bagi wanita belum 
nikah. 
 KUHP Pasal 284: 
Delik Aduan (salah 
satu/ keduanya pernah 
menikah). 
 
Pengguna 
Jasa 
 Jarimah rajam sampai mati : 
 Keluarga 
 KUHP Pasal 284: 
Delik Aduan (salah 
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 Janda atau duda 
 Jarimah dera dan pengasingan 
bagi laki-laki perjaka. 
 Jarimah dera bagi wanita belum 
nikah. 
satu/ keduanya pernah 
menikah). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Tindak pidana prostitusi online berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 296 
dan 506 KUHP terdapat sanksi bagi pelaku prostitusi online terutama terhadap 
pelaku mucikari dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
pidana denda serta dalam Pasal 284 menjelaskan bahwa pelaku prostitusi atau 
perzinahan antara salah satu atau dari keduanya telah menikah maka dikenai 
sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda. Namun 
dalam pasal 284 termasuk delik aduan, yaitu jika salah satu atau dari kedua 
belah pihak melapor ke pihak yang berwajib maka sanksi pidana bisa diberikan, 
jika sebaliknya maka tidak bisa dipidanakan. 
Dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 
menerangkan “muatan yang melanggar asusila”, asusila ini adalah berupa 
gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten 
kecabulan, persetubuhan , kekerasan seksual, dan alat kelamin. Perlu digaris 
bawahi, bahwa UU ini dijatuhkan terhadap pelaku yang mendistribusikan, 
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menyebarkan,maupun menyiarkan muatan asusila, sebaliknya jika tidak 
distribusikan, disebarkan, maupun disiarkan tidak dapat dipidana. 
Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
menerangkan bahwa maksud penyedia konten-konten pornografi sesuai dengan 
pasal 4 ayat (2) yaitu Menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara 
eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat 
kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, serta 
menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan 
seksual, maka akan dikenai hukuman sesuai dengan pasal 29 yaitu pidana 
penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling 
sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
Prostitusi Online menurut hukum pidana Islam belum ada dalam Alquran 
dan Hadist, namun untuk tidakan preventifnya terdapat dalam Al Quran QS Al-
Isra’ ayat 32 yaitu “janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”. Tindak pidana 
perzinahan sendiri sudah ada dalam Al Quran dan Hadist sesuai dengan status 
pelaku, yaitu zina muhshan atau zina keduanya sudah menikah atau pernah 
menikah maka hukumannya sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar 
bin Khaththab yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati dihadapan kalayak 
ramai. Zina ghairu muhshan yaitu zina yang keduanya belum pernah menikah, 
maka hukumannya sesuai dengan QS An Nur ayat 2 dan hadis nabi yaitu didera 
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seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dalam hukum Islam semua 
pelaku dapat dikenai pidana. Pelaku mucikari mapun germod dapat dikenai 
jarimah ta’zir, dan pelaku PSK maupun Pengguna jasa dapat dikaenai jarimah 
zina. 
 
2. Persamaan dan perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku prostitusi 
menurut hukum pidana Islam dan hukum positif dari segi sanksinya yaitu sama-
sama memberikan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online. Perbedaanya 
adalah hukum pidana Islam menjerat semua pelaku prostitusi online, dalam 
hukum pidana positif masih ada kekosongan hukum dalam memberikan sanksi 
terhadap pelaku zina sesuai dengan pasal 284 KUHP yaitu salah satu atau dari 
keduanya telah menikah maka dikenai sanksi pidana, dan sebaliknya jika belum 
maka tidak bisa dikenai sanksi pidana. Sifat dalam Pasal 284 KUHP tersebut 
yaitu termasuk delik aduan yaitu jika salah satu atau dari kedua belah pihak 
melapor ke pihak yang berwajib maka sanksi pidana bisa diberikan, jika 
sebaliknya maka tidak bisa dipidanakan. 
 
B. Saran 
1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membuat UU baru 
terkait prostitusi online untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam 
aturan yang berlaku sekarang ini. 
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2. Sesuai dengan UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu kewenangan 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam menetapkan pencegahan perbuatan 
prostitusi kedepannya secara maksimal, agar tindak pidana prostitusi bisa 
diminimalisir. 
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